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Zhafirah Zahra. 2025. ” PENERBITAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS
PERAIRAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-
VIII/2010).” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas
Lambung Mangkurat, Pembimbing: Lena Hanifah,S.H.,PHd.

RINGKASAN

Dalam Pasal 36 UUPA, Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan
bangunan dan hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 20 (dua puluh) tahun.

Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 656 hektare ditemukan di atas laut di
wilayah Sidoarjo melalui aplikasi Bhumi milik Kementrian ATR/BPN oleh Dosen Fakultas
Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Thanthowy Syamsuddin seluas kurang lebih 656
hektare yang berada di Laut Surabaya-Sidoarjo. Selain itu juga konflik agrarian lainnya yang
terdapat HGB dan Hak Milik (HM) di atas perairan laut juga berada di perairan Kabupaten
Tangerang yang terbit pada September 2023 dan juga terdapat pagar laut berupa bambu
sepanjang 30,16 kilometer, yang dituturkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.

HGB yang terlekat di atas laut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 3 /PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam
permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon menyatakan bahwa pemberian Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir (selanjutnya disebut HP-3) dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan HGB di atas perairan memang sudah
dari sebelum dan sesudah putusan MK terdapat kekaburan hukum, dikarenakan pada Pasal 1
ayat (4) bahwa bumi itu selain yang berada di permukaannya, termasuk di bawahnya serta yang
berada di bawah air. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Keberadaan PP No 18/2021 tidak secara mutlak ada karena terbitnya Putusan MK No
3/PUU-VIII/2010, karena fokus utama Putusan MK adalah terkait pengujian materiil Undang-
Undang No 27/2007. Meskipun putusan ini secara spesifik menyangkut isu pengelolaan
wilayah pesisir, implikasi yuridisnya memiliki cakupan yang lebih luas terutama dalam konteks
administrasi pertanahan secara umum. Demikian, tidak adanya perubahan prosedur penerbitan
HGB yang drastis dan langsung setelah Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 dan dalam hal HGB

di atas perairan tetap pada kekaburan hukum, namun putusan ini memberikan kontribusi



terhadap perubahan administrasi pertanahan secara umum, yang kemudian diimplementasikan
lebih lanjut melalui regulasi seperti PP No. 18/2021.

Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan
mempertimbangkan penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang
mendapatkan kesimpulan bahwa BPN memiliki tanggung jawab terhadap cacat administrasi
penerbitan HGB yang melanggar ketentuan hukum. Maka dari itu penerbitan HGB di atas
perairan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena hal tersebut melanggar ketentuan
peraturan yang ada sehingga dianggap tidak pernah ada dari awal dan mengandung cacat
administrasi yang pencabutan haknya harus melewati putusan pengadilan untuk pencabutan

hak yang terbit di atas perairan.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, di atas laut, Sertifikat

Dalam Pasal 36 UUPA, Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan
dan hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 656 hektare ditemukan di atas
laut di wilayah Sidoarjo melalui aplikasi Bhumi milik Kementrian ATR/BPN oleh Dosen
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Thanthowy Syamsuddin seluas kurang lebih
656 hektare yang berada di Laut Surabaya-Sidoarjo. Selain itu juga konflik agrarian lainnya
yang terdapat HGB dan Hak Milik (HM) di atas perairan laut juga berada di perairan Kabupaten
Tangerang yang terbit pada September 2023 dan juga terdapat pagar laut berupa bambu
sepanjang 30,16 kilometer, yang dituturkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. HGB yang terlekat di atas laut bertentangan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 3 /PUU-
VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemohon
menyatakan bahwa pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (selanjutnya disebut HP-3)
dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Hasil penelitian menunjukkan kekaburan hukum atas regulasi yang mengatur keberadaan HGB
di atas laut sebelum diterbitkannya Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 dan keberadaan PP No
18/2021 tidak secara mutlak ada karena terbitnya Putusan MK No 3/PUU-VIII/2010, karena
fokus utama Putusan MK adalah terkait pengujian materiil Undang-Undang No 27/2007 dan
BPN memiliki tanggung jawab terhadap cacat administrasi penerbitan HGB yang melanggar
ketentuan hukum. Maka dari itu penerbitan HGB di atas perairan seharusnya tidak sah dan
batal demi hukum.
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